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TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2023

, DENGANRAI—IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

' Mengingat

- BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139
ayé.t (1) dan ayat (2) Peraturan Melilteri Dalam
Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendahan dan Evaluas1

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

: Jéngké"Pénjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka = Menengah Daerah, dan Rencana Kerja -

Pemeriﬁi:ah Daerah, perlu menetapkah Peraturan

: Bupati tentang Rencana Kerja Permgkét Daerah di

Lingkungan_‘ Pemerintah Kabupaten Kapuaé Hulu
Tahun 2023;

1. 'Und.z.i'ng-—Undang Nomor 27 Tahun 1959 '”t_t_antang
‘Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

| ’I"ahu_.n 1953 tentang Penﬁﬁentuléan Daerah
Tingkat [l Di Kalimantan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai - Undang-Undang (Lemba}an Negara |
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 1820); | o

. Uridang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 téntang

|
Sistemm Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembarén Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara: Republik
Indonesia Nomor 35587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

_ |
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian Dan

- Evaluasi . Pelaksanaan Rencana Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Téhun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan  Lembaran  Negara | Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagairﬁana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 20}6 tentang

A



Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor |
6402; | |

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam I\ergeri Nomor -
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 -
Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonior_ 86

~ Tahun 2017 tentang Tata Cara Pérencanaan,

10.

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi - Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana.
Pembangunan Jangka Panjang ﬁaerah Dan
Ren.cana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana -
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka; Menengah

: . : N .
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasiﬁkasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan

Keu'angan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;



L -'Péfaturan Daerah Kabupaten Kapuas Huld |
| _:Nomor 5 Tahun 2011 tentaﬁg ‘Rencana
| Pembangunan | "Ja.ng:ka PanJang :D'a'eréh"

| Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 201 1-2031;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

| --NOII_’_IOI‘:E 5 - Tahun 2021 -tentang_ Rencana:"
Pembangunan _'Jangka -Meheng?h | Daerah' .:
_ Kabupaten Kapuas Hiﬂu Tahun 20§1-2026' :

2 -13.'Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ._
) Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan' |

' _Susunan Perangkat Daerah sebagalmana tela.h

-,_dmbah beberapa kali, terakhlr dengan

Peraturan Da.erah Kabupaten Kapuas Hulu
o Nomor 10 Tahun 2021 ‘tentang Perubahan-
o ._ _Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten'

Kapuas Hulu Nomor 7. Tahun 2016 tentang__"'.'___ .

::Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; .

14, Peraturan Bupat1 Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun
2021 tentang Rencana Strateg13 Perangkat

" Daerah Tahun 2021-2026 sebagai mana telah
:dlubah dengan’ Peraturan Bupat1 Kapuas Hulu .
'Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas |
B Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun'- =

- 2021 tentang Rencana Strategls Perangkat_- |
| Daerah Tahun 2021 2026 B

= MEMUTU_S_KA_N :

S -: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
' ' PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERIN’I‘AH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.



BAB]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

10,

1L

. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu

Daerah adalah Kabupatén Kapuas Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu.

|

. Dewan Perwak]lan Rakyat Daerah selanjutnya dlsmgkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya‘

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang: selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. | ‘

. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah padd Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1
(satu) tahun.

Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan
penyesua:an ‘berdasarkan hasil analisa, perhltunga.n dan
pembahasan serta tidak bersifat kaku.

Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari
lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Ka.puas| Hulu.

Faktor ekternal adalah situasi dan kondls1 yang berasal dari luar
lingkup yang ‘ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB I
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) R_encana Kerja PD beserta Matrik Program Prioritas PD Tahun 2023
adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah PD untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember

2023

- (2) Rencana Kerja PD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke

2 {dua) dari Renstra PD tahun 2021 - 2026. ' \

 (3) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

men_]ad1

a.salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebuakan Umum
' -Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, khususnya
program/ kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten

: Kapuas Hulu Tahun 2023; dan

 b.bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun|RKA Tahun
Anggaran 2023, sefelah tercantum dalam Kebijakan Umum
-Anggaran /Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja FD Tahun 2023 sebagaiﬁiana dimaksud dalam
: Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan

berdasarkan Perangkat Daerah menurut urusan wajib dan pﬂJhan

- (2) Renja PD sebagalmana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari
Rencana Kerja PD :
a. ‘Urusan Wajib :
| 1. Urusan Pelayanan Dasar : N
‘a) Pendidikan : ) A ' |
1) Dinas Pendidikan_ dan Kebudayaan; |
b) Kesehatan : o
- 1) Dinas Kesehatan, Pengendahan Penduduk dan



o =  ¢) 'Pertanahan

e Pangan

Keluarga Berenca_na

g ¢) . :-Pekerjaan Umum dan Penataa_n Ruang

o o 1) Dmas Peker]aan Umum dan Penataan Ruang,

f g d) Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permuklman

- fl) Dmas Perumahan Rakyat dan Kawan Permuk]:man,

. Pertanahan dan ngkungan H1dup,

_je) Ketenteraman Ketertlban Umum dan Perhndungan '
Masyarakat N |

 .1_. Satuan Polisi Pamong Praja, _ ‘ o

_ 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

'”_f_f)"""’:sos.lal | ST e |

- : 1) Dmas Sos1al Pemberdayaan Perempuan dan

: Perhndungan Anak _ I

...-.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar : N

';“ia) Tenaga Ker_]a P :

| l) Dmas Tenaga Kexja, Permdustrlan dan o

ST Transmlgram o L I
o b] Pemberda.yaan Perempua.n dan Perhndungan Anak

S _.1) Dinas Sosial, Pemberdayaan.PeIfempuan dan

 Perlindungan Anak | '

. 1) | Dmas Perumahan Rakyat dan Kawan Permuk;man,

o | Pertanahan dan ngkungan Hldup, |

3 d) .:ngkungan Hldup . _

.. 1) Dinas Pemmahan Rakyat dan Kawan Permukiman,

i Pertanaha.n dan ngkungan Hldup, £

" 1) Dinas Pertaman dan Pangan,
f] Adnumstram Kependudukan dan Pencatatan Slpﬂ
1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll

SR "'g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

_ 1) Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, -
| '__-h} Pengendahan Penduduk dan Ke]uarga Berencana
L) Dinas Kesehatan, Pengendahan Penduduk dan

- Keluarga Berencana

i) Perhubungan



1) Dinas Perhubungan;
j) Komunikasi dan Informatika:
| "1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah : )
| 1} Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengaia.h dan
Perdagangan;
1} - Penanaman Modal : o
1} Dinas Penanaman Modal dan Pelayaﬁan
- Terpadu Satu Pintu; -
m) Kepemudaan dan Olah Raga :
-1} Dinas Kepemudaa.n, Olah Raga dan Panw1sata
" n) Statisti : | |
1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
o) Persandian :
.1] Dinas Komumkam, Informauka dan Statistik;
p) - Kebudayaa : . | '
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
q) Perpustakaan :
1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
1) _Kearsipan
-1} Dinas Perpustakaan dan Kears1pan

b Urusan Pilihan : _
a} Kelautan dan Perikanan : -
1) Dinas Perikanan; A |

b) Pariswisata :
_ 1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Panmsata
c) Pertanian : :
1) Dinas Pertanian dan Pangan;
d) Perdagangan : . i
1} Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
- Perdagangan;
e) | Perindustrian :
- 1) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi; dan '

f) Transmlgra81
1) Dinas Tenaga Ker_]a, Penndustnan dan

Transmigrasi. -



¢. Pendukung:
~ a) Sekretariat Daerah :
1} Sekretariat Daerah;
- 2) KDH dan WKDH;
b) Sekretariat DPRD :
-1} Sekretariat DPRD; dan
2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
d.. Penunjang: '
~a) Perencanaan : |
'1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b) Keuangan: |
1) Badan Keuéhgan dan Aset Daefah; i
2} Badan Pendapatan Daerah;
- ¢] Kepegawaian ; |
1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
. ~ Sumber Daya Manusia;
'd) Pendidikan dan Pelatihan :
| 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia; |
e) Penelitian dan Pengembangan : dan :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Déerah;dan
f) Pengelolaan Perbatasan :
1) Badan Pengelolaan Perbatasan DaemhI
e Pengawﬁéan : | | I
a) Inspektorat :
1) Inspektorat.. i
2) Kewilayahan :
“ a) Kecamatan : _
1) - Kecamatan Putussibau Utara;
2) Kecamatan Putussibau Selatan;
3). Kecamatan Bika; '
4) Kecamatan Kalis;
5). Kecamatan Embaloh Hilir;
6) Kecamatan Embaloh Hulu;
7) Kecamatan Bunut Hilir; |

8) Kecamatan Boyan Tanjung;



3

(1)

2

9) Kecamatan Bunut Hulu;
- 10) Kecamatan Mentebah;
- 11) Kecamatan J ongkohg;
12) Ke(:amatan Pengkadan;
13) Kecamatan Hulu Gurung;
14} Kecamatan Selimbau;
15) Kecamatan Badau; |
16) Kecamatan Batang Lupar;
17} Kecamatan Empanang; .
| 18) Keéamétan Puring Kencana;
-19) Kecamatan Semitau; |
20) Kecamatan Suhaid;
21) Kecamatan Seberuang;
29) Kecamatan Silat Hilir; dan
23) Kecamatén Silat Hulu.

- b) Kelurahan :
1) Kelurahan Putussibau Kota
2} Kelurahan Hilir Kantor;
3} Kelurahan Kedamin Hilir; dan
4} Kelurahan Kedamin Hulu.

Pemenntahan Umum :

a) Kesatuan Bangsa dan Pohtlk

Pasal 4

Penyus_uﬁan Rencana .Kerja PD . merupakan tahapan

selanjutnya dari Penetapan RKPD, yang penyusunannya

mengacu p_ada'RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.

Jika proses penyusunan Rancangan Akhir Renja PD telah

mengac'u pada RKPD dengan beberapa pehyesuaian baik
program/ keglatan maupun  pagu mdlkatlfnya akibat
perkembangan yang terjadi baik yang ‘berasal dari faktor

intermal maupun eksternal maka perubahan terhadap
_ -

: 'program/.kegiatan dan pagu indikatif 'diperkenankan jika

10

A'.



ber51fat pentmg dan memxhkz dasar yang rasmnal ﬁmlah serta'
tldak bertentangan dengan regu1a31 yang berlaku

.o BABHmL
KETENTUAN PERALIHAN
-.Pasal 5 ' ' |

o _:7 5 deak lanjut dan pengesahan Renja PD ini adalah penetapan RenJa ‘
o -ePD oleh Kepala PD palmg lama 14 (empat belas}) han, setelah

g i "_dltetapkam‘lya P eraturan Bupatl ini.

BAB v R
| KETENTUAN PENUTUP |

Pasal6 )
s Peraturan' Bupati‘irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan; -
| Agar-setiap orang méngetahuirlya, memeﬁntahkan peﬁgundangan

- Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
L _Kabupaten Kapuas Hulu \

_ Dltetapkan di Putusszbau
pada tanggal 7 J‘“ 903‘3-

g ST biﬁﬁd'angkan di Pu'tussibau
g SEKRETARIS DAERAH




